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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana gambaran tentang 
penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Syariah Di Kota 
Makassar.Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data sumber data ini diperoleh 
dari hasil wawancara, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Hasil Penelitian menunjukan 
bahwa implementasi penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Syariah 
Makassar telah memadai baik dari aspek Transparansi yang dibuktikan dengan  pemberian 
penjelasan mengenai manfaat dai penggunaaan produk yang ditawarkan (seperti 
mudharabah atau mudharabah), aspek Akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya 
kebijakan untuk pemberian reward dan punishment untuk karyawan. Pada aspek 
Responsibility sudah terpenuhi dengan evaluasi laporan keuangan ke dalam dan penyaluran 
CSR. Pada Aspek Independensi Pelasanaaan Good Corporate Governance (GCG) juga 
sudah memadai yang dibuktikan dengan dibuatnya laporan keuangan secara mandiri khusus 
untuk Bank Syariah Mandiri Makassar artinya lepas dari induk konvesional, meskipun 
Laporan atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) masih menyatu dengan 
konvensional, dan Aspek yang terakhir yaitu Fairness atas Pelasanaaan Good Corporate 
Governance (GCG) sudah memadai, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya review secara 
berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan 
penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. 
 




Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah  satunya 
diperparah rendahnya penerapan corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang 
transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol public menjadi sangat lemah dan 
terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur 
tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan 
menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola 
perusahaan yang baik, walaupun di sisi lain keterlibatan dan perilaku wirausaha sangat 
penting sebagai ukuran keberhasilan dalam lingkunngan kompetitif (Syamsuri Rahim : 2003). 
Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas itulah maka tidak mengherankan jika selama 
dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara  konsisten dan komprehensif 
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datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai 
lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World 
Bank, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam CG 
seperti fairness, transparency, accountability, stakeholder concern, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian Negara yang 
sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, 
dikelola secara dinamis serta profesional. tapi dengan catatan seluruh stakeholders 
mengambil bagian untuk mencapai tujuan perusahaan, seluruh kegiatan    manajemen    
suatu    bank    yang  mencakup    manajemen permodalan,  manajemen  kualitas  aktiva,  
manajemen  umum,  manajemen  rentabilitas, dan  manajemen  likuiditas  pada  akhirnya  
akan  mempengaruhi  dan  bermuara  pada perolehan laba (Jafar,Basalamah & Rahim : 
2020) 
Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan 
lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang 
melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan 
pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy regulated 
industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan 
lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat 
(fiduciaryrelation). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank 
umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya 
adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Nomor8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. 
Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan 
perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan 
untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka 
meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholders lain. 
Menurut Choudory (1985) bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari 
sekedar lembaga usaha (tijara) yang diperkenankan mengoptimalkan keuntungan usahanya, 
namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam 
mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan 
kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kebaikan dan kemashlahatan orang 
banyak.Sementara itu penerapan Good Corporate Governance terbukti di dalam penelitian di 
beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada bank syariah . Sebaliknya kegagalan dalam penerapan prinsip syariah 
akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini berarti bahwa kepercayaan 
merupakan asas utama bagi lembaga keuangan untuk berkembang. Penerapan Good 
Corporate Governance dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan 
agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta 
kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting 
guna perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena 
tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka lembaga 
tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan Good Corporate Governance. 
Good Corporate Governanceadalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang 
sudah dilandasi dengan etika yang professional dalam berusaha. Prinsip-prinsip dasar Good 
Corporate Governance antara lain: keadilan (fairness) yang merupakan kesetaraan dalam 
memenuhi hak-hak dari stakeholders yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang sudah berlaku. Keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk 
pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang didalam perusahaan. Prinsip kedua 
yaitu transparansi (transparency) merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada 
pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui 
apa saja yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil 
oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau segala kegiatannya. Yang ketiga yaitu 
akuntabilitas (accountability) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip 
good governance. Prinsip yang keempat yaitu responsibilitas (responsibility) merupakan 
tanggung jawab dari perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang 
sudah berlaku. Dan prinsip yang terakhir yaitu kemandirian (independency) yaitu suatu 
keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan dari kepentingan 
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dan pengaruh dari pihak yang lain, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berdasarkan perkembangan dan 
semakin diperlukannya pelaksanaan GCG pada industri perbankan, khususnya bank syariah, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah prinsip-prinsip GCG telah 
diimplemntasikan pada Bank Sulselbar Syariah? 
 
II. Tinjauan Pustaka 
 
Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok 
ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari 
berbagai pihak yang menginginkan agar tesrsedianya jasa transaksi keuangan yang 
dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Wiyono (2005) 
“bank syariah adalah bank yang berasakan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal 
serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah”. Bank Syariah 
menurut Al Jambi (2011:39) adalah “suatu sistem perbankan yang dikembangkan 
berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dalam 
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah dalam hal ini MUI”. Sedangkan 
menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dalam Ismail (2013:33) 
menyatakan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah  bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri 
atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS). ” 
Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga tetapi juga memiliki orientasi 
pencapaian kesejahteraan. Menurut Soemitra (2009:67) secara fundamental terdapat 
beberapa karakteristik bank syariah, antara lain:Pertama, Penghapusan riba, kedua 
Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosioekonomi Islam, 
ketiga, Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan 
bank investasi, Keempat, Bank syariah akan melakukan yang lebih berhati-hati terhadap 
permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal karena bank komersial 
syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, venture, bisnis, atau industry, 
Kelima, Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya 
dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral 
berbasis syariah. Menurut Muhammad (2013:178) juga menyebutkan prinsip-prinsip dasar 
operasional bank syariah, antara lain sebagai : Simpanan Murni (al-Wadi’ah), Bagi Hasil 
(Syirkah), Prinsip Jual Beli (at-Tijarah), Prinsip Sewa (al-Ijarah), Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr 
Walumullah). Tujuan Bank Syariah Menurut Sudarsono (2008:43) antara lain, Mengarahkan 
kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam,. selanjutnya, Untuk menciptakan 
suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan 
investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak 
yang membutuhkan dana. Penerapan Konsep  Good Corporate  Governance  dapat  
dikatakan  sebagai kelanjutan dari agency theory yang berkaitan dengan fenomena 
terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan khususnya pada perusahaan 
besar yang modern. Pengertian principal dari agency theory adalah pihak-pihak yang 
menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain (Ariyoto, 
2000). GCG diartikan tata kelola perusahaan Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan 
pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Corporate Governance 
yang muncul sebagai reaksi akibat kinerja dan perilaku bisnis yang buruk dari pemerintah, 
dapat di pahami melalui berbagai teori dan definisi yang ada. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Indrayani dan Nurkolis (2001), salah satu cara untuk mengkaji dan memahami 
Corporate Governance adalah dengan menggunakan sudut pandang agency theory (teori 
agensi). Konsep Corporate Governance dapat diartikan sebagai kelanjutan dari agency 
theory yang mendekati pemecahan masalah pengelolaan modern. Agency theory muncul 
berkaitan dengan pengelolaan, kususnya pada perusahaan- perusahaan besar yang modern. 
Teori ini menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang berpeluang terjadi, 
apabila pengelolaan perusahaan diserahkan kepada manajemen (agent) oleh pemegang 
saham (principal). Atau dengan kata lain, teori agensi memberikan wawasan analisis untuk 
bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal.  
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Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010) 
mendefinisikan Corporate Governance sebagai Seperangkat peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 
pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 
mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai 
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate Governance  
menurut Sutedi (2011:1) adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ 
perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris dewan Pengawas dan Direksi) 
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan  
nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan    tetap memperhatikan 
kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai 
etika. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa corporate governance 
mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan 
kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta 
kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholders. Secara internal, 
keseimbangan kewenangan  direksi  dan komisaris  dan hak pemegang saham dirancang 
sedemikian rupa melalui penerapan prinsip corporate governance mekanisme dan struktur 
kelembagaan perusahaan dapat bergerak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan 
masyarakat umum. 
Menurut Mas Ahmad Daniri dalam bukunya “Good Corporate Governance dalam 
konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia” Prinsip dasar Good Corporate 
Governance (GCG) 2005:9 Akuntabilitas (accountability), Perusahaan harus dapat 
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan 
harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 
Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 
berkesinambungan. Responsibilitas (Responsibility), Perusahaan harus mematuhi peraturan 
perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 
mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Independensi (Independency), Untuk 
melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak 
lain. Responsibility, Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun 
organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, atiran-
aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu 
organisasi atau perusahaan. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness), Dalam melaksanakan 
kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham 
dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Ristifani 
(2009). Tlopik penelitian Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
(GCG) dan Hubungannya terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 
dengan metode analisis kuantitatif korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik dan memiliki hubungan searah 
yang kuat dengan nilai 0,914 atau 91,4%. Selanjutnya Sri Fadilah (2011). Topik penelitian 
Analisis Penerapan Good governance dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan 
Total Quality Management, dengan metode analisis penelitian yang bersifat penjelasan 
(explanatory research) dengan alat analisis data yang digunakan adalah SEM dengan 
pendekatan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan implementasi 
pengendalian intern dan total qualiti management   berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan good governance.   
 
III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya 
penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan pada Bank Sulselbar Syariah. 
Data yang diolah merupakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-
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keterangan yang mendukung penulisan ini yang sifatnya deskriptif yang dapat diperoleh 
melalui teknik wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum 
perusahaan, struktur organisasi, serta job description. Teknik pengumpulan data adalah 
tehnik wawancara, Tehnik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Mengumpulkan data kemudian dianalisa dengan cara 
diklasifikasikan sesuaiprinsip-prinsip yang ada dan Memproses data yang didapat melalui 
pencatatan, pengetikan dan pengklasifikasian selanjutnya Membandingkan dengan standar, 
dalam hal ini Pedoman Good Corporate Governance, sehingga diberikan penilaian kepatuhan 
perusahaan terhadap standar tersebut, serta Menyimpulkan bagaimana pelaksanaan Good 
Corporate Governancepada perusahaan. 
 
IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
Penelitian ini difokuskan pada lima indikator utama implementasi Good Corporate 
Governance, yang mana ditemukan hasil bahwa secara umum Bank Sulselbar Syariah telah 
menerapakan Good Corporate Governance dengan baik hal ini dapat disimpulkan dari hasil 
temuan kami terhadap lima indikator tersebut dengan penjabaran sebagai berikut: 
 
4.1. Transparansi (Transparency) 
Pertama, Pihak PT Bank Sulselbar Syariah telah memastikan nasabah tahu secara 
eksplisit dan detail terkait dengan produk yang ditawarkan, khususnya yang berkaitan dengan 
equivalent rate yang dianjikan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak Kedua, Pihak bank 
telah Memastikan bahwa calon nasabah mengetahui bahwa setiap produk bank syariah telah 
memiliki guidelines yang jelas tentang kehalalannya dari Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN MUI). Ketiga, Pihak Bank telah memastikan Nasabah mengerti dan 
mengetahui jumlah atau besaran biaya yang akan dibebankan atas penggunaan produk 
perbankan yang ditawarkan. Dari beberapa poin diatas  dapat disimpulkan bahwa bahwa 
indikator pertama yaitu transparansi sudah dilakukan, hal ini juga dikuatkan dengan hasil 
wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang : Irham Muin Pada 15 Maret 2017 
menyatakan: 
“Semua informasi sehubungan dengan produk kami sampaikan kepada 
nasabah, termaksud resiko dan manfaat yang bakal diterima dari penggunaan 
produk itu”, pokoknya kami jelaskanlah, supaya nasabahnya juga tau, dan tidak 
ada dusta” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa nilai dari kejujuran (honesty) harus 
menjadi priority utama yang tentunya menjaga marwah PT Bank Sulsebar Syariah Makassar 
yang memiliki tag line “ melayani sepenuh hati” sebagai upaya untuk mempertahankan 
keberlanjutan usaha. Pernyataan dari Pimpinan Cabang “ Irham Muin” ini diperkuat dengan 
Firman Allah SWT yang berbunyi:  
 “Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebutoleh lidahmu secara 
dusta”ini Halal dan ini Haram”.Untuk mengadakan kebohongan terhadap 
Allah.Sesunggunya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah 
tiada beruntung” (QS. An Nahl : 112) 
Berdasarkan Hasil pengamatan dilapangan, diperoleh bentuk transparansi yang 
dilakukan pada OT Bank Sulselbar Syariah Makassar pada tabel 1.. Berdasarkan hasil 
pengamatan dari 8 point pada tabel 1 yang menjadi bentuk transparansi yang dilakukan pada 
PT Bank Sulselbar Syariah Makassar, terdapat 2 point yang belum dilaksanakan secara 
maksimal yaitu :Pada point 3 sehubungan dengan manfaat dan resiko yang melekat pada 
produk masih belum dilakukan sepenuhnya, hal ini terjadi dilapangan bahwa pihak PT. Bank 
Sulselbar Syariah hanya menjelaskan manfaat dari produk itu saja. Hal ini dikarenakan 
Adanya nasabah yang tidak terlalu perduli terhadap informasi tentang manfaat dan resiko 
tersebut karena adanya keinginan untuk cepat menyelesaiakan prosedur dan mendapatkan 
uang, pinjaman atau barang. Hal yang sama juga pada point 6 yaitu sehubungan dengan 
perhitungan bagi hasil, dimaka memperhitungkan keuntungan ditentukan dimuka pada saaat 
melakukan akad, termakasud sumber keuntungan berasal dari mana tidak dijelaskan lebih 
terperinci, sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh nasabah jika 
dibandingkan dengan Pihak bank.. 
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Tabel 1. Pelaksanaan Transparansi Produk PT Bank SUlselbar Syariah Makassar 
No Uraian Pelaksanaan oleh PT bank Sulselbar Syariah 
Makassar 
Keterangan 
1 Nama Produk Memberikan penjelasan mengenai nama-nama 
produk yang ada 
Sudah 
dilaksanakan 
2 Jenis Produk bank Menjelaskan secara detail tentang semua produk 




3 Manfaat dan Resiko 
yang melekat pada 
Produk 
Informasi sehubungan dengan manfaat dan resiko 




4 Persyaratan dan 
tatacara penggunaan 
produk 
Kelengkapan dokumen nasabah, dan penejalsan 
mengenai tatacara penggunaan produk serta 
Prinsip Itikad baik dalam perjanjian yang 
dilandassi asas kejujuran  
Sudah 
dilaksanakan 
5 Biaya yang melekat 
pada Produk Bank 
Menjelaskan nominal biaya yang melekat pada 
Produk secara detail 
Sudah 
dilaksanakan 
6 Perhitungan Bagi 
Hasil dan Margin 
Keuntungan 
Menjelaskan dengan detail sistim perhitungan 





7 Jangka waktu 
berlakunya Produk 
Menjelaskan jangka waktu berlakunya masing-






Menjelaskan informasi sehubungan dengan pihak 
yang menerbitkan produk 
Sudah 
dilaksanakan 
Sumber : PT. Bank Sulsebar Syariah Makassar, Internal (diolah)  2017 
4.2. Akuntabilitas (Accountability) 
Direksi merupakan organ perusahaan yang secara kolektif bertanggung jawab penuh 
atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.sesuai dengan 
anggaran dasar.Direksi juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pelaksanaan 
Good Corporate Governance / GCG. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS-LB) tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengesahan perubahan nama 
nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran dan Syariah, hal tersebut 
merupakan pemenuhan / action plan atas komitmen penilaian GCG tahun sebelumnya / 2016 
sehingga pelaksanaan dan tanggung jawab direksi pada Unit Usaha Syariah berada pada 
supevisi Direktur Pemasaran dan Syariah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah tahun 2017 telah dilakukan pengkinian Tata 
Tertib Kerja Direksikhusus untuk Direktur yang melakukan supervisi Unit Usaha Syariah 
terdapat pada uraian tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran dan Syariah Poit 1. 
Berbunyi Melakukan supervisi terhadap Grup Pemasaran, Grup Unit Usaha Syariah dan Grup 
Treasury SK Direksi No.SK/207/DIR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tantang Tata Kerja 
Direksi PT. Bank Sulselbar. 
Untuk meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam PT bank Sulselbar Syariah 
mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawab dan perannya maka pihak PT bank 
Sulselbar Syariah makassar menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman 
Masing-masing kepala seksi dan mejaga kompetensi masing-masing anggotanya. Lebih 
lanjut mewujudukan kebijakan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja pegawai bank 
Sulselbar Syariah, persyaratan terkait komite audit melalui proses rekcruitment, 
pengembangan komptensi, manajemen karir hingga peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya 
adalah sehubungan dengan pengendalian intern dimana rutin dilakukan rapat untuk masing-
masing kepala seksi yang membahas pengembangan pengendalian intern bank.Lebih lanjut 
dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian reward dan punishment sistem 
selama ini, dimana komite SDM telah rapat dan memutuskan dan menetapkan kebijakan 
mengenai sistem reward berupa isentif dan sanksi bagi karywan atau pegawai.Hal ini 
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diperkuat oleh statement dari “Irham Muin” selaku kepala cabang sehubungan dengan bentuk 
pertangugjawaban karyawan menyatakan bahwa:  
“ masing-masing dari kami harus mempertangjawabkan apa yang telah 
dikerjakan, dan itu menjadi tugas kami sbagai pegawai, kalau ternyata 
melanggar, ya akan diberikan hukuman, bisa di tegur atau dipecat, dan kalau 
karyawannya kerjanya bagus, akan dikasih isentif atau sejenisnya, pokoknya 
yang bisa membuat pegawainya semangat kerja begitu…!!” 
Berdasarkan pernyataan kepala cabang diatas maka pada dasarnya masing-masing 
dari pribadi akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan dilakukan. Adapun 
bentuk Akuntabilitas yang dimaksudkan tadi adalah adanya pemberian reward dan 
punishment kepada pegawai yang ada pada PT bank Sulselbar Syariah Makassar. Bentuk 
reward yang diberlakukan adalah bagi unit cabang dan jajarannya memiliki kinerja baik 
adalah dalam bentuk pemberian isentif dan memberikan penghargaan terhadap masa Bhakti 
30,20, 15 dan 10 tahun seperti yang dilakukan tahun lalu (2016). Sedangkan untuk 
punishment yaitu berupa pemberian dalam bentuk surat peringatan sebanyak 2 kali, jika 
terdapat tindakan yang dilakykan karyawan atau pegawai tersebut menyalahi aturan atau 
menyebabkan citra PT Bank Sulselbar menjadi tidak bagus maka karyawan tersebut akan 
diberhentikan dengan tetap memberikan Balasa jasa atau jasa yang telah diberikan salam 
bekerja. 
4.3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 
PT. Bank Sulselbar Syariah Makassarmempertanggung- jawabkan informasi yang 
diberikan melalui Laporan keuangan Internal yang dibuat yang didasarkan pada PSAK 
(Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) dan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum 
(PABU) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan atas 
kerjasama IAI dan Bank Indonesia Tahun 2003.  Berdasakan hasil wawancara yang 
dilakukan dengan informan “Irham Muin” selaku kepala cabang sehubungan dengan bentuk 
pertangungjawaban PT Bank Sulselbar Syariah makassar:  
“ Kami selalu mempertangungjawabkan apa yang kami sudah kerjakan, ya 
dengan membuat Laporan Keuangan yang kami buat, maksudnya laporan 
internal begitu, terus setelah itu kami sampaikan kepada Direksi bersama 
dengan DPS dan UUS lainnya. Kami juga rutin melaksanakan rapat, dan 
semua hal yang berkaitan dengan urusan Bank kami bicarakan saat rapat. 
Lebih lanjut,“Irham Muin” selaku kepala cabang sehubungan juga menjelaskan 
bentuk pertanggungajawaban lain yang senantiasa dilakukan oleh PT Bank Sulselbar 
Syariah makassar adalah Aktif pada kegiatan sosial yaitu terkait dengan pelaksanaan 
CSR yang secara rutin dilakukan, adapun pernyataanya adalah:  
“ Kami juga ada kegiatan Sosial sebagai bentuk Pertanggungjawaban ke 
Lingkungan, beragam sih kegiatannya, baru-baru ini sunatan massal dan 
bantuan lain yang dibutuhkan sampai pada penyaluran CSR Perusahaan ”.  
Dari pernyataan di atas bentuk rill dari Responsibility perusahaan adalah penggunaan 
dana perusahaan pada sektor kemanuasiaan dan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini 
sejaan dengan prinsp yang ketiga yaitu respinsibility. 
4.4. Kewajaran(Fairness) 
Untuk memastikan berjalannya GCG pada bank Sulselbar Syariah, piahak 
perusahaan mewajibkan setiap lembaga bank termaksud bank-bank syariah melakukan self 
assesment dan melaporkan hasilnya. Penilaian tersebut terangkum dalam faktor penilaian, 
yaitu : 
1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedomanoperasionaldan 
produk yang dikeluarkan Bank (dengan menggunakan prinsip kehati-hatian), biasanya 
melibatkan DPS untuk menilai kelayakan produk. 
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwaDewan 
Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 
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3. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, Grup UUS, KCS dan karyawanserta 
mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI bila ada produk baru Bank yang belum adafatwanya. 
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadapmekanisme 
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasaBank. 
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerjaBank dalam 
rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini nampak dalam rapat bulanandan evaluasi 
triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS. 
 
4.5. Independensi (Independency) 
Bank Sulselbar Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank 
Sulselbar harus memiliki laporan keuangan tersendiri yang artinya lepas dari induk 
konvesional, hal ini berkaitan dengan bank Sulselbar syariah makassar harus lepas dari 
unsur bunga yang terkait dengan induknya. Oleh karenanya hadirnya Dewan Syariah yang 
akan selalu mengawasi berjalannya sistem syariah dibank tersebut termaksud produk yang 
ditawarkan kepada nasabah. Bentuk independesi lainnya yang dilaksanakan oleh bank 
Sulselbar syariah yaitu tidak adanya benturan kepentingan yaitu terkait jumlah, kriteria dan 
rangkap jabatan baik Kepala cabang, kepala seksi maupununtuk Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Seperti yang diuraikan oleh kepala cabang “ Irham Muin” menyatakan bahwa :  
“ Kami disini ngaak boleh double job, nggak boleh serakah maksudnya. harus 
professional karena kita sudah digaji sama pihak sulselbar sendiri, termaksud 
kepala seksi maupun DPS nya, memang sudah dijelaskan sebelumnya” 
Penjelasan lain terkait dengan Keputusan Direksi Pengangkatan Dewan Pengawas 
Syariah tertuang dalam SK DireksiNo. SK/062/DIR/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang 
Pengangkatan Ketua danAnggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar.Keputusan 
tersebutmenjelaskan masa jabatan mulai 12 April 2017 dan berakhir pada 11 April 2021 
/selama 4 tahun.Dimana isinya menjelaskan baik “DR. Mukhlis Sufri, M.Si selaku ketua 
maupun Abd Gaffar lewa Selaku anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar tidak 
ada rangkap jabatan yang sama pada bank/perusahaan lain. Adapun kriteria nya yaitu 
Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan 
penilaian Otoritas Jasa Keuangan / OJK dan telah lulus Fit dan Proper Test serta 
pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan 
OJK. Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat  : Surat OJK No. SR-35/KR.06/2016 tanggal 
21 Nopember 2016 tentang Penyampaian Hasil Wawancara Anggota Dewan Pengawas 
Syariah PT. Bank Sulselbar, dan Surat DSN-MUI No. U-394/DSN-MUI/VIII/2016 perihal 
Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada PT. Bank Sulselbar. Sejalan dengan 
Pernyataan dari kepala cabang “ Irham Muin” dan SK Direksi No. SK/062/DIR/IV/2017 yang 
telah diuraikan sebelumnya, Allah SWT berfirman dalam Surah Al- Jasiyah ayat 18 yang 
artinya : 
“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan agama (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al jatsiaayh:18. 
Untuk menjaga independensi dan objektifitas dalam pengambilan keputusan maka 
rangkap jabatan tidak dipekernankan, karena itu bagian dari hasrat atau hawa nafsu, dan itu 
tidak baik untuk keberlanjutan (sustainable) bank.Cara lain yang digunakan untuk menilai 
independensi dari Bank Sulselbar Syariah makassar adalah tidak ada atau kurangnya 
complain dari nasabah serta tidak menerima bentuk terimakasih dari nasabah (tips) yang 
dilakukan oleh financing service.  
Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis sehubungan dengan 
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang ada di Lingkungan Bank Sulselbar 
Syariah maka diperoleh hasil bahwa:Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang 
ada di Lingkungan Bank Sulselbar Syariah makassar sudah memadai dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan setiap 
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tahun melaporkan secara sukarela sehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate 
Governance (GCG) meskipun pelaporannyainclude dengan Laporan pelaksanaan Good 
Corporate Governance (GCG) Induknya yaitu Bank Sulselbar. PT Bank Sulselbar Syariah 
Makassar sebagai unit Usaha Syariah (USS) dari Bank Sulselbar Syariah dalam 
pelaksanaannya mulai dari aspek transparansi sudah dilaksanakan meskipun pada butir 3 
dan 6 belum dilaksanakan secara maksimal, secara keseluruhan trasnparansi terkait dengan 
produk sudah memadai dengan pemberian penjelasan mengenai manfaat dai penggunaaan 
produk yang ditawarkan (seperti mudharabah atau mudharabah) dan susunan dewan direksi 
senantiasa dilaporkan pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Pada 
aspek Akuntabilitas juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibutikan dengan adanya 
pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang ada pada PT bank Sulselbar 
Syariah Makassar.Bentuk reward yang diberlakukan adalah bagi unit cabang dan jajarannya 
memiliki kinerja baik adalah dalam bentuk pemberian isentif dan memberikan penghargaan 
terhadap masa Bhakti 30,20, 15 dan 10 tahun seperti yang dilakukan tahun lalu (2016). 
Sedangkan untuk punishment yaitu berupa pemberian dalam bentuk surat peringatan 
sebanyak 2 kali, jika terdapat tindakan yang dilakykan karyawan atau pegawai tersebut 
menyalahi aturan atau menyebabkan citra PT Bank Sulselbar menjadi tidak bagus maka 
karyawan tersebut akan diberhentikan dengan tetap memberikan Balasa jasa atau jasa yang 
telah diberikan salam bekerja. 
Lebih lanjut dalam hal Responsibility, PT Bank Sulselbar Syariah Makassar juga telah 
melaksanakan pertanngungjawaban dengan membuat laporan keuangan internal bersama 
dengan DPS, serta aktif dalam kegiatan sosial lainnya.Prinsip GCG lainnya yaitu kemandirian 
juga sudah dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan dibuatnya laporan keuangan 
secara mandiri khusus untuk Bank Syariah Mandiri Makassarartinya lepas dari induk 
konvesional, hal ini berkaitan dengan bank Sulselbar syariah makassar harus lepas dari 
unsur bunga yang terkait dengan induknya. Sedangkan untuk aspek fairness (Kewajaran) 
dalam hal ini Bank Sulselbar Syariah Makassar sudah dilakukan dengan baik, ini dibuktikan 
dengan dilakukannya review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah 
terhadapmekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasaBank, 
lebih lanjut juga tersedianya informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerjaBank 
dalam rangka pelaksanaan tugasnya, hal ini nampak dalam rapat bulanandan evaluasi 
triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS. Sejalan dengan Stewardshiptheory 
dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada 
hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki 
integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory 
memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya 
bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Jumasyah dan Syafei,2015; wadiah dan Trhantana, 2015) menemukan 
bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank syariah Indonesia dan 
Bank Umum Syraiah sudah dilaksanakan dengan baik pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi dan telah sesuai dengan landasan pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah 
yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. 
Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 
secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi 
gaya kepemimpinan maka mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang 
dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga 
sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh 
variabel dijelaskan yakni pada hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat 
pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Melalui hasil perhitungan 
yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,628 dengan taraf signifikansi hasil 
sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 
Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Gea, 2014) yang menguji 
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan hasil analisis yaitu gaya 




V. Simpulan Dan Saran 
 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka adapun yang menjadi 
simpulan dalam penelitian ini yaitu Aspek Transparansi, Aspek Akuntabilitas, Aspek 
Resposibility, Aspek Fairness dan Aspek Independensi atas Pelasanaaan Good Corporate 
Governance (GCG) sudah memadai. Adapun saran Berdasarkan pembahasan pada hasil 
penelitian Bank Sulselbar Syariah perlu menyusun Laporan pelaksanaan Good Corporate 
Governance (GCG) secara mandiri, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tatakelola Unit 
Usaha Syariah (UUS). Juga Pihak Bank Sulselbar Syariah perlu menjelaskan resiko dari 




Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2011. Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya 
Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah) Tifa Publishing House. Jakarta 
Andraeny, Dita. 2011. Anailisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing 
Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan syariah di 
Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011. 
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani. Jakarta. 
Ascarya. 2006. AKad dan Produk Bank Syariah. Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. 
Bastian, I, Suhardjono. 2006.Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. 
Cleoparta, Pratiwi Yuria. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset 
Perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1 April 2011.Universitas 
Indonesia Jakarta. 
Donna, D.R., dan Chotimah. 2008. Variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada Perbankan 
syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran. Jurnal Sosiosains Vol. 2 No. 2, Juni 2008. 
Dendawijaya Lukman. 2000. Manajemen Perbankan. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia 
Indonesia. 
Hendri, Aal, Ethika, Yeasy Darmayanti. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan 
Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan syariah di Indonesia.Jurnal. 
Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
Ismail. 2010. Manajemen Perbankan. Cetakan Pertama. Penerbit Kencana Prenada Media Group. 
Jakarta. 
Iptiaprawira, Y., Fadilah, S., & Nurhayati. (2015). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus Organisasi Pengelola 
Zakat. Prosiding Penelitian SPeSIA . 
Jafar,R., Salim.B. & Syamsuri,R., (2020)Analisis Kesehatan Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia 
Menggunakan Metode CAMEL.Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.3 No.1 2020 
Muhammad, (2005).manajemen Bank SyariahUPP AMP YKPN, Yogyakarta 
Muhammad, Rifqi, (2008) Akuntansi Keuangan Syari’ah, P3EI Press, Yogyakarta 
Nurhayati, Sri, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. 
Ristifani, (2009). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Hubungannya 
Terhadap Kierja PT. Bank Rakyta Indonesia (Persero) Tbk, Artikel Universita Gunadarma Jakarta 
Sudarsono, Heri. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi III. Ekonisia, Jakarta 
Sukirn, Sardono. (1995) Pengantar Teori Ekonomi Makro, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 
Soemitra, Andri. (2009) Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 
Rahim, Syamsuri dan Indra Wijaya Kusuma, 2003.Hubungan Antara Entrepreneurship Korporasi 
Dengan Governance, Kepemilikan Dan Manajemen Strategik :: Studi Empiris Perusahaan-
Perusahaan di BEJ,UGM 2003 
Triandaru, Sigit dan Toto,(2009). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salembaempat, Jakarta 
Triyuwono, Iwan,( 2000) Organisasi dan Akuntansi Syariah, LkiS, Yogyakarta 
Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. 
Yaya, Rizal. dkk. (2009) Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer.Salemba Empat, 
Jakarta 
 
